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Tentang

IIIN OPERASIONAT PROGRAM KEAHTIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADASEKOLAH MENENGAH KEIURUAN DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur

Menimbang : a.

C.

Mengingat ; L.

2.
3.

4.
5.

b.

d.

Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya
rnanLrsia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi
wadah dalarn mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat
harkat dan martabat bangsa.
Bahwa dalam keterlratasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sanBat
diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menladi alternatif
dalam peningkatan kualitas bangsa.
Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam
memotivasi peningkatan dan penrberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang
perlu menjadi perhatian.
Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas
ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudyaan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang
Pendidikan.
undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tenrang sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 20L4 Tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan,
Peraturan Pemerintah Nomor LB Tahun 2016 tentang perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sisiem
Penjaminan Mutu Pendidikan,
Permendikbud Nomor 20 Tahun 201"6 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan

6.
,7

B.

s.

10.

Dasar dan Menengah.
L1. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan

Menengah.
1"2. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah"
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Ketiga

Keempat

Kelima

Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada
ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi
keahlian ini dibebankan pada MPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan
sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku"

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Agustus 201B

Budiati, MM
198303 2 009

Tembusan:
1.. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di fakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.
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13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 20L6 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan
Menengah.

14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 1.29a/U/2A04 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

15. Keputusan direl<tur Jenderal Penclidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan
Menengah Kejuruan.

17. Surat Edaran Direktur Pemhinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82.751D5.31KR/2015
tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

l"B. Peraturan Daerah Provinsr Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 20'L6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

19, Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Timur Nomor 16 Tahun 2At6 lentang
Penyelen ggaraan Pendidi kan.

Memperhatikan : a. Surat dari MKKS SMK Kab. Kutai Kartanegara perihal Permohonan Perpanjangan Ijin
Operasional, Nomor 014/MKKS SMK KUKAR /Vlll/20LB tanggal 4 Agustus 2018.

b. l{asil kajian 'tim Verifikasi Kelayakan Iiin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan,
pada tanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSK,qN
Menetapkan :

Pertama : Memberi pembaharuan ijin operasional kepacla:

SMK Negeri 2'fenggarong
30400230
Negeri

Il. KH. Ahnrad Dahlan No.50 Kel. flaru, Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Kedua : SMK Negeri 2 Tenggarong diberikan pembaharuan ijin operasional Program Keahlian dan
Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

L. Program Keahlian Teknik Otomotif dengan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor.

2. Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer dan laringan.

3. Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian
Multimedia.

4. Program Keahiian Teknologi Konstruksi dan Praperti dengan Kompetensi Keahlian
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.

5. Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya dengan Kompetensi Keahlian
Kriya Kreatif Batik dan Tekstil.

6. Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya dengan Kompetensi Keahlian
Kriya Kreatif Keramik.

7. Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya ciengan Kompetensi Keahlian
Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan.

B. Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya dengan Kompetensi Keahlian
Kriya Kreatif Kayu dan Rotan.

9. Program Keahlian Seni Musik dengan Kompetensi Keahlian Seni Musik Populer,
l0.Program Keahlian Seni Rupa dengan Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual.

Nama Sekolah
NPSN
Status
Alanrat
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